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ABSTRACT
The carry out nurse of nursing as professionalism, Nou'uduys hds lhe position the same as with doctor.
That could be seem.from practices licenses of nurse like doctors. But there are have consequently, nurse

musr be responsible and liable for lheir erroneous This urtitle will be study about responsibility of nuse

from perspective of administrative luw. The study using normotive approach. As result of this study, nurse

could be responsible from three legal aspect is privdle luu criminal law and administrative lor. Adminis-

trative law perspective is a nurse that given t.lministrulive punishment like cancel their license if they

make mistaken in their practice of the professi,tn. The legal protection for nurse, is organization of nurse

must be make professionalism standard as measuremenl of professional nursing practices. Beside that,

the government must be made council for health workers discipline (Disiplin Tenaga Ke.sehalan) as

institution hare authority to given punishment lo a nurse who carry out wrong practice.
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PENDAHULUAN

Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor 647lSK/MENKES/Vy2000

tentang Registrasi dan Praktek Perawat dan yang

kemudian direvisi dengan Keputusan Menkes

Republik lndonesia Nomor I 239A4ENKES/SK/XV

2001, maka apa yang selama ini diperjuangkan oleh

tenaga perawat agar diberikan izin unOk menj alankan

praktik mandiri maupun kelompok sesuai dengan

profesinyatelahteruujud. Pasal 8 Keputusan Menteri

tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perawat

dapat melaksanakan praktik keperawatan pada

pelayanan kesehatan, perorangan dan atau

berkelompok. Akan keperawatan pada pelayanan

kesehatan, perorangan dan atau berkelompok. Akan

tetapi untuk dapat menjalankan praktik keperawatan,

terlebih dahulu perawat harus memperoleh izin kerja

(SIK) bagi perawat yang melaksanakan praktik

keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan atau

surat izin praktik perawat (SIPP) bagi perawat yang

melakukan praktik perorangan / berkelompok.

Diperkenankannya perawat untuk melakukan
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praktik keperawatan baik secara perorangan

(mandiri) maupun secara berkelompok, berarti

pemerintah telah mensej aj arkan kedudukan perawat

dengan dokter. Dengan kata lain, pemerintah telah

mengakui perawat sebagai suahr profesi yang mandiri.

Perawat dalam menjalankan profesinya dapat

saja sewaktu-waktu melakukan kesalahan atau

kelalaian yang dapat mengakibatkan timbulnya

kerugian terhadap pasien yang dirawatnya. Kerugian

yang dimaksudkan disini dapat berupa kerugian yang

bersifat materiil mauprur kerugian immateriil.

Kesalahan profesional kadang-kadang dapat

berakibat fatal karena selain merugikan pasien, j uga

dapat merusak citra profesi keperawatan. Kesalahan

dalam profesi keperawatan dapat berupa :

1 . melalaikan kewaj iban;

2. melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh

dilalarkan;

3. tidak melakukan sesuatu yang seharusnya

dilakukan dan

4. melanggar suatu ketentuan dalam perundang-

undangan.

Hal tersebut dapat disebabkan karena berbagai faktor

antara lain :

1 . perawat yang bersangkutan kurang pengetahuan;

2. kurang pengalaman dan

3. kurang pengertian. (Bandingkan dengan

Bambang Sugeng Ariadi, Yuridika; 1997 : 69)

Adanya kesalahan atau kelalaian yang

dilakukan oleh seorang perawat dalam rangka

menjalankan profesinya mengakibatkan terjadinya
tanggungjawab hukum (l iabi l i ty atau
aansprake lij kheid). Tanggungjawab hukum tersebut
dapat berupa tanggungjawab hukum perdata,
tanggungiawab hukum pidana dan tanggungjawab
hukum administrasi. (lbid, hlm. 73)

Dalam tulisan ini hanya akan dibahas
tanggungjawab hukum perawat yang melakukan
kesalahan atau kelalaian dalam rangka menjalankan
profesi keperawatan dan praktik keperawatan
perorangan atau privat dit injau dari hukum
adminisftsi.

PEMBAHASAN

Dalam rangka melakukan praktik
keperawatan, perawat yang telah memperoleh izin
praktik diberikan kewenangan-kewenangan tertentu
disamping dibebani kewaj iban-kewajiban dan
keharusan-keharusan. Dalam keputusan Menteri
Kesehatan tentang Registrasi dan Praktik Perawat,
perawat yang menjalankan praktik diberikan

kewenangan sebagai berikut :

l. Melakukan asuhan keperawatan yang meliputi
pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan,
perencanaan, melaksanakan t indakan

keperawatan dan evaluasi keperawatan (Pasal

l5 hurufa). Yang dimaksud dengan tindakan

keperawatan disini meliputi : terapi keperawatan,

observasi keperawatan, pendidikan dan

konseling kesehatan (Pasal I 5 hurufb).
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2. Melakukan tindakan medik sesuai dengan
permintaan tertulis dari dokter (Pasal 15 angka
d).

3. Melakukan pelayanan kesehatan di luar
kewenangan sebagaimana tersebut diatas,
manakala terdapat keadaan-keadaan darurat
yang mengancam j iwa seseorang / pasien (Pasal

20 ayat I ). Kewenangan dalam keadaair darurat

ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktorat

Jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan.
Sedangkan kewaj iban-kewajiban yang hans

dipatuhi oleh perawat yang menjalankan praktik

keperawatan adalah :

a. Menghormati hak pasien

b. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani

c. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku
d. Memberikaninformasi

e. Meminta persetujuan tindakan yang akan

dilakukan

f Melakukan catatan perawatan dengan baik
g. Memenuhi standar profesi

h Mentaati semua peraturan perundang-undangan

Selain kewajiban tersebut, perawat yang

melakukan praktik keperawatan juga dibebani

beberapa keharusan, yaitu :

1. Membantu program pemerintah dalam

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

2. Meningkatkan mutu pelayanan profesinya,

dengan mengikuti  perkembangan i lmu

pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan

dan pelatihan sesr.rai dargan bidang tugasny4 baik

diselenggarakan oleh pemerintah maupun

organisasi profesi;

3. Mencantumkan SIPP di nrang praktiknya;

4. Membawa perlengkapan perawatan sesuai

kebutuhan, jika melakukan perawatan dalam

bentuk kunjungan rurnah;

5. Perawat dalam menjalar*an praktik keperawatan

perorangan sekurang-ku'angrya hans memenuhi

persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu : (Pasal

a. Memiliki tempat praktik yang memenuhi

syarat kesehatan;

b. Memiliki perlengkapan untuk tindakan

asuhan keperawatan maupun untuk

kunjtngan rumah;

c. Memiliki perlengkapan administrasi yang

meliputi buku catatan kunjungan, formulir

catatan tindakan asuhan keoerawatan serta

formulir rujukan.

Beberapa kewenangan dan kewajiban serta

kehansan-keharusan di atas perlu diperhatikan dan

ditaati oleh seorang perawat yang melakukan praktik

keperawatan perorangan. Selain apa yang

dicantumkan di dalam keputusan menteri di atas,

masih ada kemungkinan terdapat kewajiban-

kewaj iban dan kewenangan-kewenangan lain yang

terdapat di dalam peraturan perundang-undangan

yang ada dan masih berlaku hingga sekarang. Untuk
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itu, perawat harus mempelajari berbagai peraturan

perundang-undangan yang ada terutama yang erat

kaitannya dengan penyelenggaraan tugas profesinya.

Seperti telah diungkapkan di depan, perawat

dalam menjalankan praktik keperawatan mungkin

saja melakukan kesalahan atau kelalaian (malpraktik

dalam bidang profesi keperawatan). Pihak yang

dirugikan, dapat saja menuntut kepada perawat

tersebut agar yang bersangkutan

mempertanggungiawabkan perbuatannya di depan

pengadilan atau aparat yang berwenang mengadili.

Tuntutan yang diajukan kepada perawat dapat saj a

berupa ganti rugi, pencabutan izin praktik, ataupun

agar perawat yang bersangkutan dikenakan sanksi

pidana. Apabilahal ini terjadi, maka mau tidak mau

perawat yang bersangkutan harus bertanggungtawab

secara hukum. Pertanggungjawaban untuk itu dapat

berupa tanggungj awab berdasarkan hukum perdata,

pidana ataupun adminisrasi .

Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan

salah satu tugas negara / pemerintah adalah

memajukan kesejahteraan umum (alinea IV).

Sedangkan salah satu aspek dari kesejahteraan umum

adalah pelayanan kesehatan oleh pemerintah. Karena

itu secara konstitusional pelayanan kesehatan pada

dasamya adalah merupakan tugas negara. Dalam

rangka pelayanan kesehatan ini pemerintah dapat

melakukannya sendiri melalui sarana-sarana

kesehatan pemerintah, seperti rumah sakit,

Puskesmas dan lain-lain dan dapat memberikan

kewenangan kepada badan-badan hukum swasta

ataupun perorangan seperti kepada dokter, perawat,

fisioterapis dan lainlain. Pemberian kewenangan itu

biasanya dilakukan melalui pemberian izin praktik.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam bennrk yang

kedua ini dapat dilakukan secara kerjasama maupun

secara mandiri oleh pihak lembaga atau perorangan

yang diberikan izin menyelenggarakan pelayanan

kesehatan.

Pemberian kewenangan untuk menjalankan

fungsi pemerintah kepada suatu badan hukum atau

perorangan tmtuk menjalankan pelayanan kesehatan

menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk

melakukan pengawasan. Oleh sebab itu di dalam UU

Kesehatan salah satu tugas pemerintah adalah

mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan

upaya kesehatan (Pasal 76). Sarana pengawasan bagi

pemerintah terhadap upaya kesehatan yang dijalankan

oleh pihak swasta termasuk pelayanan keperawatan

oleh tenaga perawat rurtuk izin menjalankan praktik

perawat berupa Surat Izin Perawat (SIP) dan Surat

Izin Kerja (SIK) serta Surat Izin Praktik Perawat

(SIPP).  SIP adalah bukt i  tertul is pemberian

kewenangan untuk menjalankan pekerj  aan

keperawatan di seluruh wilayah Indonesia; SIK

adalah bukti ternrlis yang diberikan kepada perawat

untuk melakukan praktik keperawatan disarana

pelayanan kesehatan; sedangkan SIPP adalah bukti

tertulis yang diberikan kepada perawat untuk

menjalankan praktik perawat perorangan /
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berkelompok. Pejabat yang berwenang memberikan

SIK dan SIPP adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten / Kota (Pasal 24 Kepmenkes Nomor

I 23A,IENKES/SK,U200 I ).
Terhadap mereka yang menjalankan praktik

keperawatan terbukti melakukan tindakan-tindakan

yang merugikan masyarakat maka pernerintah dapat

mencabut izin-izin praktik yang telah dibedkan itu dan

bahkan tindakan disiplin tertentu" Dalam UU Nomor

23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 54 ayat ( 1)

ditegaskan bahwa terhadap tenaga kesehatan yang

melakukan kesalahan atau kelalaian dalam

melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan

disiplin. Kemudian dalam Pasal 77juga ditenhrkan

adanya kewenangan pemerintah untuk melakukan

tindakan administatif terhadap tenaga kesehatan dan

atau szlrana kesehatan yang melakukan pelanggaran

terhadap UU Kesehatan.

Tanggrng gugarmenunrthukumadminisuasi

ini muncul karena adanya hrntutan dari masyarakat

s€ndiri yang telah merasa dirugikan akibar pelayanan

kesehatan oleh perawat yang bersangkutan' juga

dapat dari tuntutan pemerintah yang telah menganggap

pelayanan keperawatan oleh perawat yang

bersangkutan terbukti merugikan masyarakat atau

telah menyalahi maksud pemberian izin praktik

tersebut. Sanksi adminisuatifyang benryapencabutan

izin dan tindakan disiplin terhadap pemwat yang telah

tsbukti bersalah dapat dilala*an oleh pemerintah bila

Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) telah

menyatakan yang bersangkutan melahrkan kesalahan.

Adanya MDTK ini merupakan sesuanr yang

mutlalg karcna lembaga inilah yang berwenang untuk

menyatakan ada tidaknya kesalahan dan kelalaian

tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya.

Apabila MDTK ini mernutuskan tidak ada kesalahan

profesi, maka tuduhan terhadap perawat atas dasar

telah lalai menjalankan profesinyatidak dapat diajukan

dan sanksi tidak dapat dijatuhkan. Jadi MDTK ini

mempunyai peranan penting terutama untuk

memberikan perlindungan terhadap para tenaga

kesehatan yang menjalankan profesi.

MDTK ini diatur di dalam KePutusan

PresidenNomor 56/1995. Berdasarkan Keputusan

Presiden tersebut MDTK adalah suatu lembaga yang

benifat otononl mandiri dan non stuktural, dibentr:k

di tingkat pusat dan di tingkat provinsi .

Keanggotaan MDTK terdiri dari unsu-unsur

: a) Sarjana Hukum, b) ahli kesehatan yang mewakili

organisasi profesi di bidang ke'sehatan, c) ahli agama

d) ahli psikologi, e) ahli sosiologi. Semuanya

berjumlah maksimal lima belas orang, dan mereka

diangkat serta diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.

Hingga sekarang belum semua provinsi

mempunyai MDTI( sehubrmgan dengan hal tersebut

maka pada masa yang akan datang hal ini perlu

dipikirkan oleh pejabat kesehatan dan satuan-satuan

profesi dalam bidang kesehatan.

Perlu ditegaskan disini, bahwa terhadap

tenaga perawat yang melakukan kegiatan di luar

Melaksanakan Praktek Keperawatan...
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kewenangan perawat dan atau menj alankan praktik

selain ketentuan yang tercantum dalarn izin, dan atau

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

standar profesi dapat dikenakan sanksi administratif

sebagai berikut : (Pasal 3 7 Kepmenkes Nomor I 23 7/

MENKES/SK,IXII2OOI):

a. Untuk pelanggaran ringan, pencabutan izin

selama-lamanya 3 ltiga) bulal:

b. Untuk pelanggaran sedang, pencabutan izin

selamalamanya 6 (enam) bulan;

c. Untuk pelanggaran berat, pencabutan izin

selamalamanya I (satu) tahun.

Penjatuhan sanksi semacam itu, tidak berlaku

jika tindakan perawat itu dilakukan dalam keadaan

darurat yang mengancam j iwa pasien atau

menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada

tenaga kesehatan lain (Pasal 20 ayat ( I ) dari 3 I ayat

(2) Kepmenkes Nomor I237IMENKES/SK/XI/

2001). Pejabat yang berwenang memberikan sanksi

adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten i Kota.

Terhadap keputusan pencabutan SIK atau

SIPP dapat diajukan keberatan kepada Kepala Dinas

Kesehatan Propinsi dalam waktu empat belas setelah

keputusan diterima (Pasal 34 ayat (3) Kepmenkes

Nomor I 23 7/Ir4ENKES/SKiXy2O0 1 ).

Apabi la dalam waktu t idak diaj  ukan

keberatan, maka keputusan pencabutan SIK atau

SIPP tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan tetap.

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi adalah pejabat

yang berwenang memutuskan di tingkat pertama dan

terakhir semua keberatan mengenai pencabutan SIK

dan SIPP

Dalam hukum administrasi, prosedur

keberatan di atas disebut sebagai upaya administra-

tif. Menurut sistem perlindurgan hukum di Indonesi4

setelah upaya adminisratif ini ditempu[ masih terbuka

upaya hukum bagi tenaga perawat yang terkena

pencabutan izin tersebut j ika masih merasa tidak puas.

yaitu mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha

Negara (Lihat UU Nomor 5 Tahun 1986).

Dalam hubungannya dengan tanggrurg gugat

menurut hukum adminisfasi ini, perlu diperhatikan

beberapa ketentuan pemndang-undangan yang terkait

dengan hukum administrasi  yang memberi

kewenangan kepada pemerintah unnrk memberikan

sanksi administratif kepada perawat.

Dalam sistem pelayanan kesehatan, terdapat

bermacam-macam tenaga kesehatan. Perawat

hanyalah merupakan salah satujenis dari berbagai

macam tenaga kesehatan tersebut. Yang dimaksud

dengan tenaga kesehatan menurut Undang'Undang

Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri

dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan

dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang

kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan

(Pasal 1 angka 3).

Berdasarkan PP No. 32 Tahun 1996 Pasal

2, Pemerintah mengelompokkan berbagai jenis tenaga

kesehatan itu menjadi tujuhjenis, yaitu :

Tanggung Jawab (Hukum) Perawat dalam
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I . Tenaga medis meliputi dokler dan dokter gigi;

2 . Tenaga keperawatan meliprxi perawat dan bidan;

3. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis

farmasi dan asisten apoteker;

4. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi

epidemiolog, entomolog, mikrobiolog, penyuluh

kesehatan, adminsitrator kesehatan dan sanitar-

lau

5. Tenaga gizi meliputi nurisionis dan dietisien:

6. Tenaga keterampilan fisik meliputi fisioterapis,

okupasiterapis dan terapis wicara.

7. Tenaga keteknisian medis meliputi radiogafer,

radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis,

analis kesehatan, refraksionis optisien, ortotik

prostetik, teknis transfusi dan perekam medis.

Dari berbagaijenis tenaga kesehatan krsebul

tampak bahwa perawat hanyalah salah satu dari jenis

tenaga kesehatan bahkan salah satu dari tenaga

keperawatan, karena yang dimaksud dengan tenaga

keperawatan dalam petatrran tersebut terdiri atas

perawat dan bidan. Meskipun demikian, perawat

mempunyai peranan yang sangat penting dalam

pelayanan kesehatan karena selain jumlahnya yang

terbesar,jugatersebar hampir di selunrh pelosok tanah

air, mulai dari kota-kota besar hingga pelosok-

pelosok desa yang terpencil. Mereka adalah unit

terdepan dalam pelayanan kesehatan dan merupakan

uj ung tombak yang sangat menentukan keberhasilan

pelayanan kesehatan.

Perawat di dalam menjalankan tugas

profesinya kemungkinan akan berhubungan dengan

salah satu atau lebih dari tenaga-tenaga kesehatan

yang lain seperti dengan bidan, dokter, fisioterapis,

penyuluh kesehatan dan lainlain. Adanya hubungan

kerja antar profesi lain hi dapat menimbulkan berbagai

pola hubungan, yaitu :

I . Perawat meminta bantuan profesi lain agar pasien

yang sedang ditanganinya diberikan juga

pelayanan sesuai dengan profesi orang lain

tersebut. Sebagai contoh : seorang perawat

meminta bantuan kepada dokter agar pasien

yang sedang diberikan pelayanan keperawatan

dilakukan tindakan medis tertentu sehubungan

dengan adanya indikasi medis yang diderita

pasiennya (pasien dirujuk ke profesi lain).

2. Perawat meminta bantuan kepada sesama

perawat agar memberikan pelayanan

keperawatan sesuai dengan keahlian perawat

yang bersangkutan.

3. Perawat diminta oleh profesi lain untuk

menjalankan tindakan keperawatan terhadap

pasien yang dirawat oleh profesi lain tersebut.

Sebagai contoh, dokter meminta seorang

perawat agar memberikan pelayanan

keperawatan kepada pasien yang sedang

diobatinya.

4. Perawat diberikan kewenangan tertentu oleh

profesi lain agar dilakukan sendiri oleh perawat

yang bersangkutan. Contohny4 perawat diminta

oleh seorang dokler agar memberikan suntikan
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obat tertentu terhadap seorang pasien dari dokter

yang bersangkutan. Tetapi dalam hubungan ini

berlaku berbagai persyaratan, diantaranya dokter

harus tahu betul tentang kemampuan dan kualitas

perawat yang diberikan kewenangan tugas itu,

dan dokter yakin bahwa perawat ters€but mampu

melaksanakan tugas yang hendak didelegasikan

itu. Sementara itu perawat yang dtenerima

pendelegasian tugas itu hans yakin bahwa dirinya

mampu melakukan tugas itu. Akan tetapi,

perawatjuga berhak rurtuk menolak pemberian

tugas itu,jika ia menganggap dirinyatidak atau

kurang mampu melakukannya. Dalam

pendelegasian ini. harus jelas dan tegas tentang

macam tugas dan prosedur yang harus benar-

benar menjalankan sesuai dengan is i

pendelegasian.

Hubungan kerja semacam ini sewaktu-waktu

dapat terjadi. Apabila hal ini benar-benar terjadi,

maka yang menj adi persoalan adalah bagaimanakah

sistem pertanggungjawaban hukum perawat tersebut.

Dalam hal ini ada berbagai macam kemungkinan

yartu :

I . Perawat hanya bertanggmgiawab secara mandiri

atas kesalahan yang dilakukannya sebatas ruang

lingkup pekerjaan profesinya, sedangkan

tindakan+indakan yang berada di luar tugas

profesinya menjadi tanggung jawab profesi lain

yang menjalin kerjasama dengannya. Misalnya,

perawat meminta bantuan kepada dokter agar

pasien yang dirawanrya diberikan ttrdakan medik

tertentu sesuai dengan indikasi mediknya. Dalam

hal ini, segala akibat dari tindakan medik tersebut

menjadi tanggungjawab dokter, sedangkan hal-

hal yang berkaitan dengan asuhan keperawatan

menjadi tanggungj awab perawat.

Dalam hal mendapat delegasi, maka perawat

hanya bertanggungjawab sebagai pelaksana,

sedangkan akibat yang ditimbulkan dari segala

instruksi yangdiberikan menjadi tanggungjawab

proses lain, kecuali dapat dibuktikan bahwa

perawat yang bersangkutan tidak atau kurang

melaksanakan sesuai dengan yang diminta

kepadanya. Namun dalam hr,rbungan ini, jika

perawat mengetahui adanya bahaya yang

mungkin akan timbul terhadap pasien dari

pendelegasian i tu,  maka perawat harus

menghubrmgi dokterterlebih dahulu.

Jika dokter mengharuskan pula untuk dilakukan

tindakan dengan kesanggupan urtuk menanggung

resiko, maka perawat terbebas dari tanggung

gugat. Tetapi perawat dalam hal inijuga berhak

menolak, jika ia yakin betul dengan tindakan yang

diperutalkan kepadanya akan timbul bahaya bagi

pasien yang bersangkutan.

Perawat bertanggungjawab secara bersama-

sama. Hal ini bisa saja terjadi bila sulit dibuktikan.

pihak profesi mana yang sesungguhnya telah

menyebabkan kerugian terhadap pasien yang

telah dirawat secara bersama-sama oleh oerawat

2.

3.
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dan profesi lain. Misalnya terjadi komplikasi
penyakit pada seorang pendiri yang dirawat
bersama-sama antara seorang dokter dengan
perawat disebabkan oleh kurang sterilnya alat-
alat yang digunakan perawat ataukah karena
tidak tepatnya obat yang diberikan oleh dokter.
Dalam hal ini  siapakah yang pal ing

bertanggungiawab, maka kedua-duanya harus
bertanggungiawab. Tanggungiawab bersama ini
jugamuncul jikarnasing-masing tenagakesehatar
yang bekerjasama telah melakukan kelalaian
dalam profesinya. Jadi secara nyata telah
melakukan kelalaian secara b€rsama-sama-

Hubungan kerja antar profesi ini sangat
dimungkinkan. Dalam Pasal 15 Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor Kepmenkes Nomor 1237l
MENKES/SKD(V200I : menyebutkan salah saru
kewenangan perawat adalah melakukan tindakan
medik sesuai dengan permintaan tertulis dari dokter.

Perlu ditegaskan disini bahwa hubungan
kolaborasi ini terjadi antar tenaga kesehatan yang

masing-masing dalam posisi yang setara, bukan
sebagai hubungan atasan dan bawahan. Ada
kemrurgkinan seorang perawat bekeda untuk orang
lain, tetapi dibawah komando orang tersebut,
contohnya adalah seorang perawat bekerja di suatu
praktik doher, tetapi hanya sebagai pembantu dokter
tersebut.

Hal ini dapat tedadi terutama pada perawat yarg tidak
berhak memperoleh izin menjalankan praktik,

mungkin hanya akan menjadi pembantu dalam suatu
praktik dokter. Dalam hal ini maka segala tindakannya
dipertanggungjawabkan oleh dokter yang
menyunrhnya inr.

PENUTTJP

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan di
atas, dapat disimpulkan bahwa perawat dalam
menjalankan profesinya tidak terlepas dari
tanggungiawab hukum. tanggungiawab itu dapat
berupa tanggungiawab hukum perdata,
tanggungiawab hukum pidana dan tanggungiawab
hukum administrasi. S€tiap perawat yang melakukan
pelayanan kesehatan melalui praktik mandiri secara
perorangan maupun berkelompok diharuskan
memperoleh SIK, SIP dan SIPP. Pejabat yang
berwenang memberikan SIK, SIP dan SIPP adatah
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.

Bagi perawat yang melanggar ketentuan-
ketennran dalam SIP dan SIPP dapd dib€rikan sanksi
administasi berupa pencabutan SIP ataupun SIPP.
Kepada yang diberikan sanksi administrsi berupa
pencabutan SIP dan SIPP dapat mengajukan
keberatan / banding administratif kepada Kepala
Dinas Kesehatan Propinsi dan selanjutnya ke
Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk kepentingan pembuktian, perawat

harus membuat catatan perawatan dengan sebaik-
baiknya dan selengkap-lengkapnya. Catatan
peraratan itu selain sebagai ala bukti, juga membantu

Tanggng Jawab (Hukum) Perawat dalam
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upaya perlindungan hukum bagi perawat itu sendiri .

Jika catatan-catatan itu lengkap dan isi catatan-

catatan perawatan itu sesuai dengan apa yang telah

dilakukan terhadap pasien serta menerangkan tentang

segala yang semestinya ia lakukan terhadap pasien,

maka catatan itu dapat membantu perawat dari segala

tuntutan pasien.

Untuk melindungi pasien dari tindakan-

tindakan perawat 1'ang merugikan pasien, maka harus

dibuat standar profesi keperawatan. Standar Profesi

Keperawatan selain sebagai salah satu alat ukur, r-ntk

menilai apakah seorang perawat telah memberikan

pelayanan keperawatan sebagaimana mestinya, juga

akan dapat memperjelas tentang tanggmgjawab dari

profesi keperawatan itu sendiri. Selain itu harus

dibentuk Majelis Disiplin Tenaga Kerja (MDTK) di

setiap daerah.

Dimasa yang akan datang, perlu suatu

undang-undang tersendiri mengenai praktik

keperawatan yang antara lain menegaskan tentang

kewenangan perawat. Dalam undang-undang itu tidak

menj adi soal jika terhadap tindakan-tindakan medik

tertentu diberikan sebagai bagian dari kewenangan

praktik keperawatan asalkan hal itu memang

dimungkinkan dan tidak membahayakan.
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